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Kebijakan dan Pengaturan Impor
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Impor
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Permohonan dan 
Penerbitan PB



Pengajuan Permohonan
Perizinan Berusaha

IMPORTIR SINSW INTRADE MENTERI
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Perubahan PB IMPOR
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Perpanjangan
PB IMPOR



Penghentian sementara
penerbitan, perubahan dan 
perpanjangan PB Impor
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•



Pembatalan proses penerbitan, 
perubahan, atau perpanjangan PB 
Impor



Pembatalan dan Pencabutan PB 
Impor yang Telah Diterbitkan





Importir wajib mengimpor Barang
dalam keadaan baru
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•

•

Verifikasi dan 
Penelusuran 
Teknis





Pemasukan Barang ke KPBPB
dan Pengeluaran Barang dari KPBPB



Impor Barang ke KEK dan Pengeluaran Barang dari KEK
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Impor Barang ke TPB
dan Pengeluaran Barang dari TPB
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Impor Barang Dalam Rangka Fasilitas Kemudahan Impor
Tujuan Ekspor Pembebasan





Pengecualian Impor
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Pengajuan Permohonan
Surat Keterangan

IMPORTIR SINSW INTRADE MENTERI

•

•

•



Pembatalan proses penerbitan
surat keterangan

•

•

•





IMPOR SEMENTARA DAN IMPOR SEMENTARA DENGAN 
PENYELESAIAN TIDAK DIEKSPOR KEMBALI

•

•

•

IMPOR KEMBALI BARANG EKSPOR 

• Terhadap Barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali, tidak

diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.

• Ketentuan Impor kembali atas Barang yang telah diekspor dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

kepabeanan.





Impor Barang Manufaktur sebagai

Barang komplementer, Barang

Manufaktur untuk Keperluan Tes Pasar, 

dan/atau Barang Manufaktur untuk

Pelayanan Purna Jual yang Merupakan

Barang Bebas Impor





Kewajiban Importir

•

•

•

•





Pengaturan pengenaan sanksi administrasi
berupa: 
• peringatan; 
• penangguhan penerbitan PB di Bidang

Impor, surat keterangan, dan/atau
pelayanan Verifikasi atau Penelusuran
Teknis; 

• Pembekuan PB di bidang Impor, surat
keterangan dan/atau Laporan Surveyor 
(LS); 

• Pencabutan PB di bidang Impor dan/atau
surat keterangan.

SANKSI





PENGAWASAN

Service 001

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo. 

More Information ...

Terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Impor dalam penyelenggaraan Perdagangan

Luar Negeri dilaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan

terhadap kepatukan pelaku usaha terhadap pemenuhan PB Impor.

Pemeriksaan atas pemenuhan PB Impor dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean (post 

border) yang dilaksanakan oleh Ditjen PKTN.

Pengawasan dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan Ditjen Daglu.





KETENTUAN PERALIHAN

Service 001

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo. 

More Information ...

a. PB Impor berupa IT, IP, PI, dokumen berupa pengecualian, surat penjelasan, dan/atau surat keterangan, yang telah diterbitkan oleh 
Kementerian Perdagangan berdasarkan ketentuan PUU yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, 
dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;

b. PB Impor berupa IT, IP dan/atau PI, dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang:
1. Barang yang diimpor masih terdapat dalam kelompok Barang yang sama dan Barang yang semula dipersyaratkan PI tetap hanya

dipersyaratkan PI;
2. Barang yang diimpor masih terdapat dalam kelompok Barang yang sama dan Barang yang semula dipersyaratkan PI menjadi

dipersyaratkan PI dan LS;
3. Barang yang diimpor masih terdapat dalam kelompok Barang yang sama dan Barang yang semula dipersyaratkan PI dan LS menjadi

dipersyaratkan hanya PI; atau
4. Barang yang diimpor masih terdapat dalam kelompok Barang yang sama dan Barang yang semula dipersyaratkan PI dan LS tetap

dipersyaratkan PI dan LS; 
c.   PB Impor berupa PI BMTB kelompok pemakai langsung dan surat keterangan BMTB kelompok pemakai langsung yang diterbitkan

berdasarkan Permendag 20/2021 jo Permendag 25/2022 dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;;

d.  PB Impor berupa IT minuman beralkohol yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku
sebagai IT minuman beralkohol duty paid (API-U) sampai dengan masa berlakunya berakhir;

e.   PB Impor berupa IT, IP dan/atau PI, yang dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan perubahan dan/atau perpanjangan sesuai dengan Peraturan Menteri ini;

f. Importir yang telah mengajukan permohonan PB berupa IT, IP, dan/atau PI sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam
proses penerbitan, dilakukan pemrosesan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai
pemrosesan PB sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;

g. Importir yang memiliki kewajiban laporan realisasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan tidak memiliki kewajiban laporan
realisasi pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tidak dikenai kewajiban menyampaikan laporan realisasi;



KETENTUAN PERALIHAN

Service 001

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo. 

More Information ...

h. dokumen lain berupa laporan hasil verifikasi, pertimbangan teknis, rekomendasi, dan/atau dokumen lain yang diterbitkan oleh 
kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi terkait lainnya sebelum Peraturan Menteri ini berlaku yang diperlukan
dalam PB Impor atau penerbitan surat keterangan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;

i. surat pengecualian, surat penjelasan, surat keterangan, pertimbangan teknis, rekomendasi, dan/atau dokumen lain yang diterbitkan oleh 
kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi terkait lainnya sebelum Peraturan Menteri ini berlaku yang diperlukan
dalam pelaksanaan Impor, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;

j. Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap dapat melaksanakan tugasnya
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;

k. Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor kaca lembaran yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap dapat melaksanakan
Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor kaca lembaran dan kaca pengaman;

l. Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor produk tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap dapat melaksanakan
Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk masing-masing komoditi makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen
kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, barang tekstil sudah jadi lainnya, dan mainan, sampai dengan
ditetapkannya Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk masing-masing komoditi makanan dan minuman, 
obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, barang tekstil sudah jadi lainnya, dan 
mainan;

m. Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor alas kaki, elektronik, dan sepeda roda dua dan roda tiga yang telah
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan
Menteri ini, dinyatakan tetap dapat melaksanakan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk masing-masing komoditi alas kaki, 
elektronik, dan sepeda roda dua dan roda tiga sampai dengan ditetapkannya Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis
Impor untuk masing-masing komoditi alas kaki, elektronik, dan sepeda roda dua dan roda tiga;

n. Terhadap dokumen PB Impor dan/atau dokumen Impor lainnya yang masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap
dapat dilakukan proses Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas Impor Barang tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri ini;



KETENTUAN PERALIHAN

Service 001

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo. 

More Information ...

o. Tim yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku berakhir;

p. LS kaca lembaran yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor
sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Impor kaca lembaran dan kaca pengaman
selesai; 

q. LS produk tertentu, makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah
tangga, barang tekstil sudah jadi lainnya, mainan anak-anak, atau elektronika yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku
sampai dengan Impor komoditi makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan
rumah tangga, barang tekstil sudah jadi lainnya, mainan, atau elektronik selesai, sepanjang Barang yang semula dipersyaratkan LS tetap
hanya dipersyaratkan LS; 

r. LS alas kaki, elektronik, dan/atau sepeda roda dua dan roda tiga yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan
Impor komoditi alas kaki, elektronik, atau sepeda roda dua dan roda tiga selesai, sepanjang Barang yang semula dipersyaratkan PI dan LS 
tetap dipersyaratkan PI dan LS; 

s. LS yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Impor selesai, sepanjang:
1. Barang yang diimpor masih terdapat dalam kelompok Barang yang sama dan Barang yang semula dipersyaratkan LS tetap hanya

dipersyaratkan LS, kecuali diatur lain sebagaimana dimaksud pada huruf p dan huruf q;
2. Barang yang diimpor masih terdapat dalam kelompok Barang yang sama dan Barang yang semula dipersyaratkan PI dan LS menjadi

hanya dipersyaratkan LS; atau
3. Barang yang diimpor masih terdapat dalam kelompok Barang yang sama dan Barang yang semula dipersyaratkan PI dan LS tetap

dipersyaratkan PI dan LS, kecuali diatur lain sebagaimana dimaksud pada huruf r; dan
t. Terhadap Barang Impor yang tiba di pelabuhan tujuan yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifes (BC.1.1), diberlakukan

kebijakan dan pengaturan Impor sesuai dengan Peraturan Menteri ini.



TERIMA 
KASIH 


